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KATA PENGANTAR

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat
diperbarui, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga
pemanfaatan harus berkelanjutan. Pemanfaatan hutan secara
berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara
lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya
ckosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tam-
pung. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang
masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini,
sesuai dengan kaidah- kaidah konservasi dan keberlanjutan.

Degradasi atas kerusakan hutan makin mengkhawatirkan,
khusus pada wilayah Kalimantan Timur, baik diakibatkan alam
atau manusia. Untuk itu pengelolaan hutan berkelanjutan yang
berbasis pemulihan lingkungan hidup penting segera dil-
akukan. Di sisi lain kejahatan di bidang kehutanan terus
berkembang, dengan cara yang semakin canggih berbasis
teknologi sulit untuk dikendalikan, sebagai contoh korupsi di
bidang kehutanan terkait izin, #/egal logging, pencucian uang, dan
tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan
baik orang perorangan maupun korporasi. Aparat penegak
hukum sebagai garda terdepan, masih belum maksimal
menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu
dalam rangka memberi pemahamaan dan pengertian dasar
terkait hutan kehutanan penting diajarkan kepada Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis
hutan tropic basah yang menjadi ciri Universitas Mulawarman,
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Fakultas hukum mengimplementasi dengan perubahan kuriku-
lum baru, yang ditandai dengan dibukanya mata kuliah hukum
kehutanan untuk mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mata
kuliah wajib.

Buku ajar hukum kehutanan paradigm UU Cipta Kerja,
merupakan pengembangan dari buku ajar kehutanan yang su-
dah sebelumnya. Buku ajar ini sebagai pengetahuan dasar yang
berbasis hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum un-
tuk mengerti, memahami dan mengetahui pengaturan hu-
tan dan kehutanan, hubungan hukum masyarakat, pengusaha,
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kehu-
tanan serta perubahan pengaturan pengaturan kehutanan pasca
terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cip-
ta Kerja yang dirubah Perpu No.2 Tahun 2022 dan rubah lagi
UU No.6 Tahun 2023.

Perubahan pengaturan UU Cipta kerja yang menggunakan
metode ommnibuslaw, yang merubah, mengganti, dan mancabut
undang-undang yang sudah dalam secara bersama-sama. UU
Cipta Kerja merubah UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehu-
tanan, yang merubah ketentuan secara umum beberapa aturan
yang sudah.

Hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah di bi-
dang kehutanan, instrumen penegakan hukum baik yang bersi-
fat hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum pi-
dana di bidang kehutanan.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia
merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan
permasalahan di bidang kehutanan, dari #egal logging, alih
fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil
hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil ke-

v



hutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses
masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk
memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik pero-
rangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi,
perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka pene-
gakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepas-
tian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan
seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat
menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Buku Ajar Hukum Kehutanan, hadir untuk memberi
manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Saya menyadari tiada hasil karya
yang sempurna, yang sempurna milik Allah SWT. Untuk
segala kritik dan saran untuk kesempurnaan buku diharapkan.
Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan memberi nilai
maafaat.

Samarinda, 1 Agustus 2023

Penulis
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BAB I

HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

Deskripsi

Pada Bab I ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tentang Hutan
dan Kehutanan, Hukum Kehutanan secara teori dan konsep,
Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan, Sumber Hukum Ke-
hutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan men-
jelaskan tentang pengertian Hutan dan Kehutanan, Pengertian
Hukum Kehutanan, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan,
Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

1.1. Latar Belakang Hutan dan Kehutanan
S ebagai Negara agraris, Indonesia kaya sumber daya
alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Hutan
merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa
yang diberikan pada bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran Negara. Hutan yang lebat, hi-
jau, rimbun, dan beranekaragama hayati, wajib kita syukuri,
dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pem-
bangunan berkelanjutan. Hutan merupakan cipta Tuhan
YME diberikan kepada Bangsa Indonesia untuk dimanfaat
sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseim-
bangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak
terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan
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antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber
daya alam hutan, penting dilestarikan, sehingga berguna
bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu
berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan
menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai
dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan dalam
pengelolaan hutan.

Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus
berkembang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai
bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang
perorangan maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak
hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bi-
dang kehutanan. Untuk itu pemahamaan terhadap hukum
kehutanan sangat penting bagi mahasiswa, khususnya
takultas hukum.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia
merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkem-
bangan permasalahan di bidang kehutanan, dari iegal log-
ging, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertif-
ikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian
uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait
akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk
memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik per-
orangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi,
perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka
penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan, schingga pada akhirnya
masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawa-
san hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
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1945. Hutan itu sumber hidup dan kehidupan masyarakat,
untuk itu harus dijaga, dilestarikan dan memberi nilai
ekonomis.

Sesuai dengan definisi hutan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri adalah tanah luas yang di-
tumbuhi pepohonan (yang bukan ditanam sendiri). Hutan
memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan
ckosistem. Bukan hanya sebagai habitat bagi flora dan fauna
didalamnya saja, hutan juga berdampak besar bagi kehidupan
manusia. Oleh sebab itu tindak-an dan kegiatan manusia juga
sangat mempengaruhi hutan.

Definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan
ckosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pen-
gurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan,
dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Selain hutan dan kehutanan, ada beberapa definisi
yang cukup penting untuk diketahui, yaitu definisi kawasan
hutan, hutan konservasi, dan hasil hutan. Kawasan hutan
adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh pemerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan konservasi adalah
kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya. Hasil hutan adalah benda-benda
ayati, nonhayati.

Hutan mengalami degradasi, akibat perbuatan manusia,
hal ini menurut Leonardo Boff, menyebutkan, bumi dan
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alam semesta memiliki sumber-sumber kehidupan yang

memadai bagi manusia dan mahluk hidup lainnya. Namun

sumber-sumber alam ini seringkali disalahgunakan dan di-

peras demi kepentingan pribadi seringkali dan kelompok

kecil masyarakat. Hal itu bisa dapat dilihat dari beberapa
aspek seperti:!

1. Terkait dengan cara pandang dan prilaku manusia ter-
hadap lingkungan hidup. Bagaimana manusia memandang
dirinya di tengah makhluk ciptaan lain. Seandainya pan-
dangan manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi
dan melalaikan kepentingan bersama dalam hidup sosial,
ckonomi, dan budaya, maka tidak mustahil bahkan mun-
cul ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, ini
tampak dari musibah tanah longsor, bencana alam, habi-
tat hewan dan kesejahteraan sosial terganggu akibat dari
ulah tersebut.

2. Penyalahunaan dan penyelewengan terhadap norma-
norma pengelolaan kekayaan alam menimbulkan ketid-
akadilan. Manusia menggunakan haknya secara berlebihan
dengan me-nguras kekayaan alam, tanpa memperhatikan
tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana mestinya.
Penggunaan hak yang berlebihan tersebut, seringkali me-
rugikan orang-orang kecil yang memperhatikan hidup
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

3. Muncul dalam bentuk pengalihan tanggung jawab pihak
perusahaan kepada masyarakat konsumen. Mereka yang
berpenghasilaan rendah dan hidup dalam kemiskinan ha-

! Wiliam Chang, 2005, Moral Lingkungan Hidup (Yoygakarta: Kana-
sius), him 83-84.
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rus menanggung biaya penanganan masalah polusi
yang seharusnya ditanggung pihak perusahaan.

Menurut  Otto  Sumarwoto menyatakan,> pem-
bangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial
ckonomi yang tidak mengabiakan sistem ekologi dan sosial
dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan
penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan
proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya
tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui
pemerintahnnya, kelembagaan dan sosialnya, dan kegiatan
dunia usahanya.

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup, khu-
susnya bidang kehutanan bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu menurut Nursalim, mengingat semangat Forest for
people, maka pengembangan kehutanan di era desentralisasi
memperlukan beberapa persyaratan diantaranya:?

1. Membangun kelembagaan kehutanan yang kuat dan
kredibel (strong and credible forestry institutions). Lembaga ke-
hutanan mulai dari pusat sampai daerah perlu pembena-

2 Otto Soemarwoto, 2006, Pembangunan Berkelanjutan: Antara Kon-
sep dan Realitas, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universi-
tas Padjajaran Bandung,), him. 25.

3 M. Baso, 2010, Laporan Hasil Penelitian Disertasi Tentang Pen-
erapan Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Baik dan Berkeanjutan Da-
lam Aktivitas Pemegang lzin Hak Pegusahaan Huta Di Sulawesi
Selatan. (Makassar Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin),
him.148.
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han dan perampingan, sehingga bisa melakukan fungsinya
seefesien mungkin. Kelembagaan yang kuat dan kredibel
seharusnya mencerminkan kejelasan hakdan kewenangan
antara pihak terkait dalam pengelolaan hutan;

2. Penguatan dan penyempurnaan proses desentralisasi ke-
hutanan. Kegagalan desentralisasi kehutanan selama ini
disebabkan ketidakjelasaan pelimpahan kekuasaan pusat
ke daerah. Di sektor kehutanan terjadi kebingungan ten-
tang batasan hak dan kewajiban. Koordinasi horizontal
antara kabupaten/kota tidak dijabatkan, apalagi koordina-
si terikat dengan provinsi dan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu, proses desentrali-
sasi yang telah bergulir ini perlu penyempurnaan;

3. Penyelarasan kebijakan sektor kehutanan. Kebingungan
implementasi desentralisasi sektor kehutanan, salah
satunya disebabkan berbagai kebijakan yang tumpang tin-
dih dan kontradiktif. Oleh sebab itu, perlu dicari alteratif
untuk penyelarasan kebijakan tersebut;

4. Penerapan hukum. Desentralisasi pengelolaan kehutanan
perlu ditopang dengan penegakan hukum yang baik,
tanpa adanya penegakan hukum maka, kejahatan seperti
tllegal logging, pembakaran lahan, penyeludupan kayu dan
lainnya sulit diberantas; dan

5. Peran serta cwil society. Dewasa ini tidak bisa dipungkiri
lagi, civil saciety merupakan aset yang perlu dilibatkan da-
lam menjalin partisipasi terkait sumber daya hutan. Peran
serta mereka merupakan pendorong pengelolaan hutan
yang baik dan berkeadilan.

Pengembangan pengelolaan hutan, seperti perhutanan
sosial menjadi salah satu harapan penting dalam pengelolaan
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hutan yang berorientasi bukan hanya kepentingan produksi

dan pelestarian hutan, tetapi juga hak-hak masyarakat, mart-

abat dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pada
perkembangan model perhutanan sosial adalah salah satu
pilihan untuk membangun pengelolaan hutan Indonesia.

Berbagai model perhutanan sosial diharapkan dapat dikem-

bangkan untuk dapat mendukung upaya:*

a. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
lokal yang biasa menjadi bagian dari upaya pem-
bangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan ber-
basis pengelolaan sumber daya alam hutan;

b. Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan-perusahaan
perkayuan dengan masyarakat dan pemerintah;

c. Rehabilitasi kawasan hutan yang sudah mengamati keru-
sakan akibat eksploitasi berlebihan. Hal ini juga dapat
membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan yang
cukup untuk kehidupannya;

d. Pengakuan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat
adat dalam pengelolaan hutan dan pengakuan hak dan
kewajiban dalam mengelola hutan termasuk memelihara
dan mengambil hasilnya secara arif dan berkelanjutan; dan

e. Perhutanan sosial diharapkan menjadi salah satu unsur
penting dalam pelestarian sumberdaya hutan selain untuk
kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi hutan atau reboisasi, rehabilitasi
bekas kawasan konsesi maupun pemanfaatan jasa lingkungan
seperti perdagangan karbon. Pengembangan kehutanan pa-
da, intinya memberi nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat

4 Slamet, Y, 1999, Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial (Yogya-
karta: Gajah Mada Universiti Press), him.122.
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sekitarnya, untuk itu hutan itu harus dijaga, dilestarikan
dan dapat memberi nilai ekonomi, dengan dilindungi dengan
suatu pengaturan hukum yang memadai.

1.2. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan secara pengaturan merupakan sa-
lah satu bidang hukum yang sudah berumur 153 tahun,
dengan diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum
kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Bel-
anda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris
Kuno yang disebut forestry by law (hukum kehutanan) adalah:
“The system or body of old law relating to the royal forestry”
(Black, 1979: 584). Artinya suatu sistem atau tatanan
hukum lama yang berkembang dan mengatur hutan-hutan
kerajaan. Pengertian ini hanya mengatur hutan-hutan milik
kerajaan dan tidak mengatur hak milik.>

Perkembangannya pengaturan hukum kehutanan
disempurnakan pada tahun 1971 melalui Aet 1971. Di
dalam At 1971 ini tidak hanya mengatur hutan rakyat
(hutan milik). Menurut Idris Sarongv Al Mar mengatakan,
hukum kehutanan, adalah “serangkian kaidah-kaidah/ not-
ma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis)
yang hidup dan dipertahakan dalam hal-hal hutan dan ke-
hutanan” (Al Mar,1993:8).

Menurut Biro Hukum dan Organisasi, Departemen
Kehutanan, menjelaskan hukum kehutanan adalah “kum-
pulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan

5 Sulardi, 2006, llegal Logging Dalam Persepktip Politik Hukum Pi-
dana (Kasus Papua), Yogjakarta: Universitas Atma Jaya), him.16.
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